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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis terhadap permasalahan terkait penelitian tentang 
pelaksanaan kewajiban penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi 
Jenewa 1949 oleh Indonesia kepada seluruh penduduk indonesia, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 
dilaksanakan oleh pemerintah melalui Direktorat Otoritas Pusat dan 
Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada 
Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia di daerah, Pemerintah Daerah seperti kepada Kepala Biro 
Hukum di Kantor Gubernur, dan Camat, Tenaga Medis, dan Dinas 
Pariwisata terkait benda cagar budaya, Badan Pembinaan Hukum Tentara 
Nasional Indonesia kepada Perwira-Perwira TNI di batalyon-batalyon 
dan kodam-kodam, Taruna dan Taruni Akademi Militer, dan pasukan 
yang akan diterjunkan ke medan perang, dan International Committee of 
the Red Cross (ICRC) kepada mahasiswa, parlemen, PMI di daerah-
daerah, TNI, dan POLRI, dan melaluli mata kuliah Hukum Humaniter 
Internasional di Perguruan Tinggi pada mahasiswa Fakultas Hukum 
sebagai mata kuliah pilihan pada program kekhususan Hukum 
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Internasional, sehingga Penyebarlusan pengetahuan Konvensi-Konvensi 
Jenewa 1949 belum merata kepada seluruh penduduk sipil di Indonesia. 
2. Kendala dalam pelaksanaan penyebarlusan pengetahuan Konvensi-
Konvensi Jenewa 1949 kepada seluruh penduduk Indonesia yaitu 
anggapan penduduk sipil bahwa negara dalam keadaan damai sehingga 
pengetahuan mengenai Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum 
diperlukan, ketentuan-ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum 
diatur ke dalam peraturan perundang-undangan nasional termasuk 
regulasi mengenai kewajiban penduduk sipil untuk berpartisipasi dalam 
bela negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta Indonesia, dan 
terbatasnya pengenalan pengetahuan Hukum Humaniter Internasional 
kedalam program pendidikan sipil.  
 
B. Saran 
Pelaksanaan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi 
Jenewa 1949 telah dilaksanakan oleh Indonesia namun belum kepada seluruh 
penduduk Indonesia. Anggapan penduduk sipil bahwa negara dalam keadaan 
damai sehingga pengetahuan mengenai Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 
belum diperlukan, ketentuan-ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 
belum diatur ke dalam peraturan perundang-undangan nasional termasuk 
regulasi mengenai kewajiban penduduk sipil untuk berpartisipasi dalam bela 
negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta Indonesia, dan terbatasnya 
pengenalan pengetahuan Hukum Humaniter Internasional kedalam program 
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pendidikan sipil menjadi kendala dalam pelaksanaan penyebarluasaan 
pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kepada seluruh penduduk 
Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa cara yang dapat 
dilakukan dalam pelaksanaan penyebarluasaan pengetahuan Konvensi-
Konvensi Jenewa 1949 kepada seluruh penduduk Indonesia, yaitu: 
1. Memasukkan materi pengetahuan tentang Konvensi-Konvensi Jenewa 
1949 kedalam program pendidikan sipil yaitu SD, SMP, SMA/SMK, dan 
Perguruan Tinggi. 
2. Memasukkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 
1949 ke dalam peraturan perundang-undangan nasional termasuk relugasi 
yang mengatur kewajiban bagi penduduk sipil untuk ikut serta dalam 
bela negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta Indonesia yang 
melibatkan seluruh penduduk Indonesia.  
3. Peran aktif dari pemerintah, TNI, dan seluruh penduduk sipil untuk ikut 
serta dalam penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 
1949 demi menjamin pelaksanaan kewajiban penyebarluasan 
pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. 
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